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WALIKOTA PALOPO 

PROVINS! SULAWESI SELATAN 

PERATURAN WALIKOTA PALOPO 
NOMOR 42 TABUN 2016 

TENTANG 

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA 
KERJA DINAS KEBUDAYAAN KOTA PALOPO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PALOPO, 

Menimbang 

Mengingat 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan 
Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka Perlu 
mengatur Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan 
Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Kebudayaan Kota 
Palopo yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Palopo. 

1 .  Undang-Undang Nomor 1 1  Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota . Palopo di 
Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 

2. Undang-Undang Nomor 1 1  Tahun 2010, tentang Cagar 
Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5168); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ,  tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 1  
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ,  tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Undang-Undang 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6 .  Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 ,  tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601 ) ;  







e. pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya 

untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. 

(4) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Dinas Kebudayaan mempunyai 
Rincian Tu.gas : 

a. memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya 

yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; 

b. merumuskan program kerja Dinas Kebudayaan sebagai pedoman 

kerja; 

c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengkoordinir Kepala 

Bidang di lingkungan Dinas Kebudayaan; 

d. mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan 

tugas di lingkungan Dinas Kebudayaan; 

e. mengsinkronisasikan, rencana/program pembangunan Kebudayaan 

secara terpadu berdasarkan kebijakan Pemerintah Pusat, Provinsi 

dan Pemerintah Kota; 

f. melakukan konsultasi dan membina hubungan kerja sama dengan 

Pemerintah Pusat, Provinsi dan Perangkat Daerah/instansi lingkup 

Pemerintah Kota Palopo dan instansi vertikal serta 

asosiasi/lembaga-lembaga lainnya; 

g. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan 

pengendalian teknis kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan 

Kebudayaan di lingkungan Dinas Kebudayaan; 

h. memberikan masukan dan usul serta saran dan pertimbangan 

kepada Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan 

masalah di Bidang Kebudayaan; 

i. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas jabatan 

fungsional di lingkungan Dinas Kebudayaan; 

j .  merumuskan Rencana Anggaran Satuan Kerja Dinas Kebudayaan; 

k. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas jabatan 

fungsional di lingkungan Dinas Kebudayaan; 

1. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Dinas serta memberi saran 

pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam 

mengambil kebijakan; 

m. menilai prestasi kerja bawahan; dan 

n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan 

Walikota, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. 

Bagian Kedua 

SEKRETARIAT 

Paragraf 1 

Sekretaris 

Pasal 5 

( 1 )  Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas; 
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n. menyusun laporan basil pelaksanaan tugas dan memberikan saran 

pertimbangan kepada atasan; 

o. menilai prestasi kerja bawahan; dan 

p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan 

Sekreta.ris, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. 

Paragraf 3 

Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut 

Pasal 7 

( 1 )  Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut 

dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Sekretaris; 

(2) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak 

Lanjut mempunyai Tu.gas Pokok : melakukan urusan perencanaan 

dan penyusunan program kerja, pengelolaan keuangan, membuat 

laporan dan mengelola database Dinas dan tindak lanjut basil 

pemeriksaan; 

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2), Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak 

Lanjut, mempunyai Rincf.an Tu.gas, sebagai berikut: 

a. melaksanakan penyusunan rencana program, anggaran dan 

kegiatan; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksana tugas; 

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkup sekretariat; 

d. menyusun, merancang, mengoreksi, memaraf dan atau 

menandatangani naskah dinas; 

e. melaksanakan pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan 

akuntabilitas kinerja; 

f. melaksanakan sistem akuntansi dan verifikasi dokumen keuangan; 

g. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran; 

h. melaksanakan penyusunan laporan keuangan; 

i. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan 

pelaksanaan kegiatan; 

J .  melaksanakan penyelesaian tindak lanjut basil pemeriksa.an; dan 

k. melaksanakan pengelolaan data dan kerjasama; 

1. menilai prestasi kerja bawahan; dan 

m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan 

Sekretaris, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. 
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(2) Kepala Seksi Museum, Purbakala dan Peninggalan Sejarah 

mempunyai Tugas Pokok : menyelenggarakan kegiatan penataan 

museum, dan pelestarian kepurbakalaan dan peninggalan sejarah. 

(3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Kepala Seksi Museum, Purbakala dan Peninggalan Sejarah 

mempunyai Rincian Tugas : 

a) memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan 

lainnya yang menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; 

b) menyiapkan bahan dan menyusun program kerja tahunan seksi 

Museum, Purbakala dan Peninggalan Sejarah sebagai pedoman 

dalam pelaksanaan tugas; 

c) melaksanakan Penyusunan dan Analisis Data bahan 

Pengembangan, Pemanfaatan dan Akreditasi Museum; 

d) melakukan Inventarisasi, Penyusunan Data Base dan Sistem 

Informasi Museum, Pubakala dan Peninggalan Sejarah; 

e) menata museum dan monumen; 

f) menambah dan memelihara isi museum; 

g) melaksanakan upanya perlindungan, pemeliharaan dan 

pemanfaatan peninggalan sejarah; 

h) memberikan fasilitas pelanyanan kunjungan ke museum; 

i) memeriksa dan mengevaluasi basil pelaksanaan tugas bawahan 

agar sesuai yang direncanakan; 

j) membuat laporan hasil kegiatan Seksi Museum, Purbakala dan 

Peninggalan Sejarah serta memberi saran pertimbangan kepada 

pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan; 

k) mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan 

kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi basil kerjanya; 

1) menilai prestasi kerja bawahan; dan 

m) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala 

Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. 

Paragraf 3 
Seksi Promosi Nllai Budaya dan Adat Istiadat 

Pasal 14 

( 1 )  Seksi Promosi Nilai Budaya dan Adat Istiadat dipimpin oleh seorang 

Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada 

Kepala Bidang; 
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BAB VII 

JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 22 

Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan 

fungsi Dinas Kebudayaan dengan keahlian tertentu. 

Pasal 23 

( 1 )  Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdiri dari 

sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional sesuai dengan 

keahlian; 

(2) Jenis, jumlah dan Jenjang Jabatan Fungsional ditentukan 

berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 

BAB VIII 

P E N U T U P  

Pasal 24 

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Walikota Palopo Nomor 

09 Tahun 2009 tentang Togas Pokok dan Rincian Togas Jabatan pada 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kata Palopo dicabut dan dinyatakan 

tidak berlaku. 

Pasal 25 

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah. 

Ditetapkan di Palopo 
pada tanggal 2 D e s e m b e r  2 0 1 6  

Diundangkan di Palopo 
padatanggal 2 D e s e m b e r  2 0 1 6  

BERITA DAERAH KOTA PALOPO PROVINS! SULAWESI SELATAN TAHUN 

2016 NOMOR 42 
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BAB VII 

JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 22 

Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan 

fungsi Dinas Kebudayaan dengan keahlian tertentu. 

Pasal 23 

(1) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdiri dari 
sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional sesuai dengan 
keahlian; 

(2) Jenis, jurnlah dan Jenjang Jabatan Fungsional ditentukan 
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 

BAB VIII 

PEN UT UP 
Pasal 24 

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Walikota Palopo Nomor 
09 Tahun 2009 tentang Togas Pokok dan Rincian Togas Jabatan pada 
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palopo dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku. 

Pasal 25 
Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah. 

Ditetapkan di Palopo 
pada tanggal 2 Desember 2016 

.M. JUDAS AMIR 

Diundangkan di Palopo 
pada tanggal 2 Desember 2016 

BERITA DAERAH KOTA PALOPO PROVINS! SULAWESI SELATAN TAHUN 
2016 NOMOR 42 
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